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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank
Jatim)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”)
didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada
tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar
Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-
Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan
Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan
Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat | Jawa
Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar
peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur
diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977
dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa
Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah
tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah
dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang
disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-
280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun
1999 oleh DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14
April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1
tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H.,
dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta



diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25
Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.
3008/1999.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka
memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya
parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25
April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah
memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan
Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April
2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang
Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun
2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam
tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan
berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Thk.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15
Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai
beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan
Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April
2007. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur. Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa
berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia (“BI”’) No 23/28/KEP/DIR tanggal 2
Agustus 1990. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang
lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang
perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan
perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan
potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan
sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh

laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan



dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

2.2. Profil PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank
Jatim)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (berbisnis dengan
nama Bank Jatim) adalah sebuah badan usaha milik daerah Jawa Timur yang
bergerak di bidang perbankan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga
akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 48 kantor cabang, 172 kantor
cabang pembantu, 209 kantor kas, dan 777 ATM yang sebagian besar terletak
di Jawa Timur.

2.2.1. Visi PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim)

Menjadi "BPD No. 1" di Indonesia
2.2.2. Misi PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim)

1. Akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju digital
bank dengan SDM yang berdaya saing tinggi;
2. Memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur;

3. Menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan;.

2.3. Kegiatan Usaha PT. Bank Pembangunan Daerah
(Bank Jatim)

2.3.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang
perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
2.3.2. Kegiatan Usaha

I. Kegiatan Usaha Utama
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,
tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan
itu;
b. Memberikan Kredit;

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang



d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun-
untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi
oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama
dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat
dimaksud;

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya
yang masa berlakunya tidak lebih lama dari
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan
pemerintah;

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

5. Obligasi;

6. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu
sesuai -dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun
untuk kepentingan nasabah

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau
meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan
wesel unjuk, cek atau sarana lain;

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat
dalam bursa efek;

i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/ atau sebagai
Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan
oleh yang berwenang;



j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain
termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam
maupun di luar negeri.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang

a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga;

b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak;

c. Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui
pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan
penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau
berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik
agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya
kepada perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli
tersebut wajib segera dicairkan secepatnya

d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan
kegiatan wali amanat;

e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau
perusahaan lain di bidang keuangan antara lain sewa guna
usaha, modal ventura, perusahaan efek serta lembaga kliring
penyelesaian dan penyimpanan atau mendirikan perusahaan
baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang
berlaku;

f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan
pembiayaan -berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat
harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi
ketentuan yang berlaku;

g. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana



pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun
yang berlaku;

h. Memberi bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
--Kabupaten/ Kota seluruh Jawa Timur baik yang berbentuk
Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka pengelolaan kas dan
keuangan;

i. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2.4. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR

SKDIREKS!
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Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi

(Sumber: bankjatim.co.id)

Sebagaimana digambarkan pada Gambar 1 bahwa Rapat Umum Pemegang
Saham berada di puncak struktur sebagai otoritas tertinggi, yang mengawasi

seluruh operasi perusahaan melalui Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
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Syariah. Direktur Utama memimpin organisasi dan berada di bawah Dewan
Komisaris, dengan berbagai direktur yang membawahi fungsi-fungsi utama
seperti Mikro, Ritel dan Menengah; Keuangan, Treasury & Global Services;
Manajemen Risiko; IT & Digital; Operasi; Kepatuhan; Korporasi, Sindikasi
dan Kelembagaan; Consumer Banking; Usaha Syariah; Corporate
Transformation; dan Network and Services. Setiap fungsi utama ini memiliki
divisi dan unit yang spesifik, seperti Audit Internal, Digital Banking, Human
Capital, dan lain-lain, yang bertanggung jawab menjalankan tugas
operasional dan memastikan kepatuhan serta manajemen risiko yang baik.
Selain itu, terdapat komite-komite seperti Komite ALCO, Komite
Manajemen Risiko, dan Komite TI yang berperan dalam pengambilan
keputusan strategis di area masing-masing, mendukung direktur dalam
menjalankan fungsi mereka dengan efektif.
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